DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

14 Juni 1986

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 27/PJ.22/1986

TENTANG
BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPh UMUM 18)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai biaya "entertainment’, representasi, jamuan
tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dengan ini diberikan penjelagan
sebagai berikut :

1. Biaya "entertainment”, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) huruf a Undang-
undang Pajak Penghasilan 1884,

2. Walib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar
dikeluarkan {formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).

a QOleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan
brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan
daftar nominatif seperti tertampir yang berisi :

a. Nomor urut.
b. Tanggal "entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
C. - Nama tempat "entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.

- Alamat "entertainment” dan sejenisnya yang tetah diberikan.

- Jenis "entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.

- Jumlah {Rp) "entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
d. Relasi usaha yang diberikan "entertainment” dan sejenisnya sesuai dengan

nomor urut tersebut di atas berisi : .

- Nama

- Posisi

- Nama perusahaan

- Jenis usaha.

4, Apabila petugas pajak yang melakukan penslitian atau pemeriksaan terhadap Surat
PemberitahuanTahunan tahun 1984 dan 1985 menemukan pos biaya"entertainment”
dan sejenisnya, maka kepada Wajib Pajak seyogyanya dimintakan daftar nominalif
seperti tersebut di atas untuk membuktikan, hahwa biaya-biaya tersebut benar-benar
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telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan.

Demikianlah untuk ditaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd

Drs. SALAMUN AT,
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 213/PJ./2001

TENTANG

PERLAKUAN PERPAJAIKKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI
SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN
DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PEMBERI KERJA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang
Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan
Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa Yang Diberikan Datam Beriuk Natura dan
Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang
dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan

Minuman Bagi Seluruh Pegawal Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Bengan Pekerjaan
atau Jasa Yang diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Pemberi Kerja;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127,
tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia Normaor 3985)

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan
dan Minuman bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan dengan
Pekerjaan Atau Jasa yang diberikan Dalam Bentuk Nalura Dan Kenikmatan Di Daerah
tertentu serta Yang Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan
dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGAMTIAN
ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN
DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU

SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT
DIKURANGKAN DAR|
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PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.

Pasal 1

Dalam Kepulusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :
a. Penyediaan makanan dan minuman bagi selurub pegawai adalah makanan dan
minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama
-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja.
b. PDagrah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu ;

1) dzerah yang secara ekonomis mernpunyai potensi yang layak dikembangkan
tetapi keadaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada umumnya kurang
memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana
angkutan umum baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk
mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang
nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa
pengembalian yang relatif panjang;

2) daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 80 {lima puluh)
meter yang dasar lautmya memiliki cadangan mineral.

Pasal 2

Pengeluaran unfuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dar penghasilan bruto pemberi kerja atau
perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawali.

Pasal 3

{1) Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan
keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau
yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan
bukan di daerah terpencil.

{(2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan
atau keselarnatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan
transmigrasi atau Pemda seternpat termasuk pakaian dan pesralatan bagi pegawal
pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip/satpam, dan penginapan
untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai.

Pasal 4

(1) Pengganttan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk :

a. ternpat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang
di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa;
pelayanan kesehatan, sepanjang dilokasi bekerja fersebut tidak ada sarana
kesehatan;

b. pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut
fidak ada sarana pendidikan yang setara;
pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, sedangkan pengangkutan anggola
keluarga dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan
sehubungan dengan kedatangan pertama ke lokasi bekerja dan kepergian
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(2)

(3)

(4)

(1

(2}

(3)

(4)

)

(6)

pegawai dan keluarganya karena terhentinya hubungan kerja;
olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan
kuda, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.

Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat dibebankan
sebagai biaya bagi pemberi kerja pada tahun pajak dibayarnya atau terutangnya
pengeluaran tersebut.

Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan
Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Ketentuan sebagaimana dimaxsud dalam Ayat (1} diberikan untuk jangka waktu 10 tahun
yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang
kembali. '

Pasal 5

Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat mengajukan
permohonan penatapan sebagai daerah terpencil kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan dilampiri :
a. Surat Persetujuan Tetap dari BKPM atau instansi berwenang terkait untuk Wajib
Pajak penanaman modal atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
b. Peta lokasi;
c. Neracall aporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan;
d. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi
dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam tampiran l.a
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengirimkan
surat Permintaan Kelengkapan Permohonan Untuk Ditetapkan Sebagai Daerah Terpencil
dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1l Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.

Sebelum diberikan keputusan tentang penetapan sebagai daerah terpencil, Kepala
Kanwil DJP yang menerima permohonan dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi daerah
terpencil.

Apabila lokasi daerah terpencil berada di luar wilayah kerja Kanwil DJP yang
bersangkutan, Kepala Kanwil DJP dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala
Kanwil DJP tempat lokasi daerah terpencil tersebut berada untuk melakukan
pemeriksaan dengan tindasan kepada Kepala KPP terkait dan Wajib Pajak yang
bersangkutan.

Kepala Kanwil DJP memberikan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran i} atau Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan Waijib Pajak dlterima secara
lengkap.

Keputusan Kepaia Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat
diterbitkan paling larna 6 {enam) bulan dalam hal diperlukan pemeriksaan oleh Kanwit
DJP lainnya.
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{7 Surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (5) adalah saat diterima permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1).

(8) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud datam Ayat (5) atau Ayat (8),
Kepala Kantor Wilayah tidak memberi suatu keputusan, permohonan penetapan sebagai
daerah terpencii dianggap dikabulkan.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang mengaiukan permohonan atau telah diberikan Keputusan penetapan
sebagai daerah terpencil, dibuatkan Buku Register pengawasan tersendiri baik di Kanwil
D.JP maupun di KPP dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalarm Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah terpencil, laporan keuangan yang
disampaikan oleh Wajib Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
harus diuraikan secara rinci mengenai :

a. daftar harta dan penyusutan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian
atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil dengan
menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. a Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.

b. daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang
memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
di daerah terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. b
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang diterima sebelum Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini ditetapkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya
Keputusan Direkiur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini dengan penermpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2001
DIREKTUR JENDERAL

td

HADI POERNOMO
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

22 Juli 2002

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 13/PJ.422002

TENTANG

PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DAR} USAHA JASA KONSTRUKS!

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari UJsaha Jasa Konstruksi dan Keputusan Menteri

Keuangan Momor 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, dengan ini
perlu disampaikan hal-hal sebagai

berikut :

l. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi dan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa
Konstruksi, antara lain diatur

bahwa :

1. Yang dimaksud dengan :

a. Jenis usaha jasa konstruksi adalah terdiri atas usaha
perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan
konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi,
pelaksana konstruksi dan pengawas

konstruksi;

b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan
yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk, mewujudkan suatu
bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk perawatannya;

C. Usaha perencanaan konstruksi adalah pemberian layanan
jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan
atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dar studi pengembangan sampai dengan
penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari:

- survei;
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- perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;

- studi kelayakan proyek, industri dan produksi;

- perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan; dan
- penelitian;

d. Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan
jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan
atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan
penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi;

e. Usaha pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan
jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan
konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil
konstruksi, yang dapat terdiri dari :

pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
- pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu
- dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan
konstruksi;

f. Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari :
- rancang bangun;
- perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima
jadi;
- penyelenggaraan pekerjaan terima jadi;

g. Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau
pengawasan lainnya dapat mencakup :
- manajemen proyek;
- manajemen konstruksi;
- penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

2. Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus

mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan
sertifikat.

3. Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan
dan badan usaha dapat ditakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah
mendapat akreditasi dari lembaga, dan atas sertifikat yang diterbitkan harus
mendapat tanda registrasi dari Lembaga.

4, Izin usaha untuk badan usaha nasional yang menyelenggarakan
usaha jasa konstruksi diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat, sedang izin
usaha untuk badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi

diberikan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Pemukiman dan Prasarana
Wilayah).
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1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, antara lain
diatur bahwa :

1. Pasal 1:

(1)  Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi,
dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang
Pajak Penghasilan.

(2)  Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Waijib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai
usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang
berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final.

2. Pasal 6 : :
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2001.

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dengan ini diberikan
beberapa penegasan sebagai berikut :

1. Pengertian dan ruang lingkup usaha jasa konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tanggal 26
Desember 2000, adatah mengacu kepada ketentuan-ketentuan
yang relevan mengenai usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

2. Pekerjaan perawatan berupa pembersihan dan pengecetan
bangunan atau bentuk fisik lainnya yang dilakukan oleh bukan
pengusaha jasa konstruksi, pekerjaan pemasangan dan
pemeliharaan/perbaikan mesin dan peralatan mekanik atau elektrik
serta komponen-komponen bangunan siap pasang (prefabricated)
sebagai pelayanan purna jual (after sales services) yang dilakukan
langsung oleh pabrikan atau pemasok mesin dan peralatan
tersebut, serta pekerjaan jasa teknik, disain interior dan
pertamanan yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi,
tidak termasuk dalam pengertian pekerjaan konstruksi. Oleh
karena itu atas penghasilan yang diterima/diperoleh para
pengusaha dimaksud tidak berlaku ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember
2000, melainkan berlaku ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.
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3. Perlakuan PPh final (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
140 Tahun 2000) atas penghasilan dari usaha jasa Konstruksi yang
diterima/diperoleh Wajib Pajak pengusaha kecil hanya berlaku
sepanjang Waijib Pajak yang bersangkutan dapat memberikan
fotokopi sertifikat kualifikasi sebagai usaha kecil yang masih berlaku
dan dilegalisir dan sepanjang jumlah nilai kontrak per proyek yang
dikerjakan olehnya tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (sesuai
ketentuan KeputusanPresiden Nomor 18 Tahun 2000). Fotokopi
sertifikat dimaksud diberikankepada pemotong pajak atau
dilampirkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan
dalam hal tidak dilakukan pemotongan pajak.

Apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi, maka atas
Penghasilan dari kontrak/proyek yang tidak memenuhi persyaratan
tersebut berlaku ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 140 Tahun 2000,

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, baru efektif herlaku

terhadap :
a. Konfrak pekerjaan jasa konstruksi yang ditandatangani
setelah tanggal 31 Desember 2000; dan/atau
b. Kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang telah ditandatangani

sebelum tanggal 1 Januari 2001, yang pelaksanaan pekerjaannya baru
dilakukansetelah tanggal 31 Desember 2000.Atas PPh final yang telah dipotong
atau disetor sendiri atas penerimaan uang muka kontrak yang beium berjalan
hingga tanggal 31 Desember 2000, dapat ditempuh prosedur pemindahbukuan
(Pbk) ke PPh Pasal 23 sesuai ketentuan umum yang berlaku.

4. Terhadap kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang telah berjalan
sebelum tanggal 1 Januari 2001, tetap berlaku ketentuan lama
(dikenakan PPh final) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 704/KMK.04/1396 tanggal 30 Desember 1996 hingga
selesainya kontrak/proyek tersebut.

Atas PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan PPh Pasal 25 yang ielah disetor
sendiri serta dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh
Badan tahun pajak 2000 yang berakhir setelah tanggal 31 Desember 2000 dan
atau SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2001, dapat ditempuh prosedur
pemindahbukuan (Pbk) ke PPh final dan prosedur pembetulan SPT Tahunan
sesuai ketentuan umum yang berlaku.
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Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta
disebarluaskan kepada seluruh Wajib Pajak pengusaha jasa konstruksi yang
terdaftar di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL,

tid

HADI POERNOMO
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/PMK.03/2006
TENTANG

PERLAKLIAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUML
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

d.

Mengingat :
1.

SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAL SELATAN PULAU JAWA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa bencana alam berupa gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Islimewa
Yogyakarta dansebagian Provinsi Jawa Tengah pada langgal 27 Mei 2006 serta gempa bumi
dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa tanggal 17 Juli 2008, merupakan bencana
yang menimbulkan korban manusia dan malerial yang sangat besar sehingga memeriukan
dana yang sangat besar seria penanganan yang sangat cepal;

bahwa dalam rengka menangani bencana lersebut, diperlukan parisipasifkepedulian $eluruh
masyarakat khususnya para pengusaha dan Waijib Pajak lainnya sebagai wujud kebersamaan
dan persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para korban bencana
alam diimaksud;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan sualu kebijakan Pemeriniah
sehingga sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan
dimaksud dapat dibiayakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,b, dan ¢, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perakuan Pajak Penghasitan alas Bantuan
Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah [stimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi
Jawa Tengah serla Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantei Selatan Pulau Jawa;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 3262), sebagaimana lelah beberapa kali diubah {erakhir dengan
Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 3584}

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomaor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
3263) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 3985);

Peraturan Pemerintah Nomer 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilen Kena Pajak
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomar 253, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4055);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTER!I KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN

KEMANUSIAAN
BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINS|I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN

PROVINS!

JAWA

TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULALU JAWA,

Implementasi Manajemen pajak..., Ferdian Christian, FEUI, 2008



1A

Pasal 1

Q) Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana
alam gempz bumi di Provinsi Daerah Islimewa Yogyakarla dan sebagian Provinsi Jawa
Tengah yang lerfjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pasisir paniai
selalan pulau Jawa pada tanggal 17 juli 2006 dapat dibiayakan.

(2} Rincian Wilayah-wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan sehagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi di pesisir pantai selatan
pulau Jawa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran | Peraturan
Menteri Keuangan ini.

Pasal 2
Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menieri Keuangan ini diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 3

Peraturan Menleri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diletapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2006
MENTERI KEUANGAN

ftd.

SRI MULYAN! INDRAWATI
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PANDUAN WAWANCARA

. Jelaskan aspek-aspek penting apa saja yang dicantumkan dalam perencanaan
pajak PT. “X” dan dalam jangka wakiu berapa lama perencanaan dibuat?

. Dalam menyusun perencanaan pajak PT. ”X”, siapa saja yang dilibatkan dalam
pembuatannya?

. Dalam perencanaan pajak yang dimiliki oleh PT. “X”, aspek-aspek apa saja yang
ditekan sebagai langkah untuk penghematan pajak?

. Dalam implementasi perhitungan pajak, apakah PT. “X” telah melaksanakan
sesual perencanaan yang dibuat?

. Pada tahun 2005 dan 2006 lebih bayar pajak yang dialami PT. X" nilainya cukup
besar, schingga mengindikasikan adanya kesalahan dalam perhitungan pajak.
Kesalahan-kesalahan apa saja yang telah terjadi sehingga dilakukan retitusi?

. Terkait dengan adanya restitusi tahun 2005 dan 2006 terseBut, apakah PT. “X”
saat ini sudah melakuan evaluasi dan mengambil langkah-langkah baru untuk
memperbaikinya? Jika ya, aspek-aspek apa saja yang telah dievaluasi dan
langkah-langkah konkrit apa yang ditempuh untuk memperbaikinya?

. Dalam rangka pengendalian pajak, jelaskan strategi apa saja yang ditempuh oleh
PT. X?
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Rangkuman Hasil Wawancara Karyawan di PT. “X" (8 Responden)

1.

3.

4.

Perencanaan Pajak di PT."X"” mulai susun sejak 2005 selama lebih kurang 3
Bulan, yang melibatkan Departemen Accounting, Finance dan Budget Control,
Meliputi aspek kepatuhan (tepat waktu bayar dan lapor, tepat jumlah), aspek
Penerapanan nya, (filling system, Tax administrasi, melaksanakan pembukuan
sesuai dengan aturan pajak, UU KUP Pasal pembukuan dilakukan dengan
angka arab huruf latin, bahasa Indonesia, mata uang Rupiah.

. Perencanaan Pajak melibatkan departemen accounting, finance dan budget

control.

Aspek yang terutama difokuskan adalah aspek penerapan dalam perusahaan,

termasuk penyesuaian dengan aturan aturan seperti aktiva tetap disusut
sesuai aturan pajak, biaya biaya harus didukung oleh bukti bukti asli yang

memadai, file disimpan selama 10 tahup (batas daluwarsa sesuai pajak ).

Datam Implementasi perhitungan pajak pada umumnya telah sesuai dengan
perencanaa pajak, kecuali ada perubahan peraturan.

. Sebenarnya yang terjadi bukan kesalahan tetapi lebih bayar disebabkan oleh

pajak yang terhutang lebih kecil daripada pajak yang telah dipungut cleh pihak
ketiga (Client PT. “X" ) dimana pada industri pelaksana konstruksi yang
termasuk kelompok bukan pengusaha kecil dan nilai kontrak komulatif di
kenakan pemotongan PPH Pasal 23, sebesar 2 % efekiif tetapi

tidak final, sehingga PT. “X" boleh mengkreditkanya, ini yang menyebabkan
pajak perusahan yang telah dibayar perusahaan membengkak, sehingga
terjadi lebih bayar.

. Perusahaan sedang mengajukan Surat Permohonan ke Direktorat Jendral

Pajak untuk memperoleh Fasilitas PPh 23, tidak dipotong. Dengan demikian
sefiap clent FT. “X” tidak lagi memotong PPh 23 atas kontrak kerja
pelaksanaan konstruksi dan perusahaan akan terhindar lebih bayar.

7. Akan memanfaatkan peraturan yang ada diantaranya :

- biaya entertainment dibuat daftar nominatif

- biaya penyediaan makan untuk karyawan (Catering)yang telah
dilaksanakan.

- biaya biaya yang berbentuk tunjangan, seperti : THR, Tunjangan pajak
PP21 Karyawan, Tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan
lambur.

- metode penyusutan sesuai pajak.
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